
1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 19~0 tentang Pembentu.kan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .Jawa 

Tengah; 
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3259); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Grobegan NemOI- 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraruran Daerah Kabupaten G~ebe~an Nemer 6 Tahun 2010 

tenlang Pajak Daerah, maka beberapa ketentuan dalarn 

Peraturan Bupati Grobogan Nornor 51 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran perlu 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nemer 51 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak: 
Resto ran; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG J\.fAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 51 TAHUN 2014 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN 

-- -- 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR $"3 TAHUN 2018 

· TENTANG 

BUPAT! GROBOGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Restoran [Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 
51), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi eebagai berikut: 

Pasal l 
DaJam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : · 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GROBOGAN NOMOR 51 TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN. 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'l'ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Daerab Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 
15 ); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Grobogan 
Nomor 14); 

Menetapkan 



3 

4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Grobogan. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan 
BPPKAD. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat mernaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

8. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
rnerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha. 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BU1'1D) dengan narna dan dala.m 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi lainya, lembaga 
dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap, 

9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh Restoran. 

10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau 
minuman dcngan dipungut bayaran, yang mcncakup 

juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasukjasa boga/catering. 

3. 

yang rnemimpin 

yang menjadi 

penyelenggara pemerintahan Daerah 

pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan Daerah Otonom. 
Bupati adalah Bupati Grobogan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
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tertentu dalam peraturan · perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

17. Surat Keputusan Keberatan adala.h surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat . Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

tulis, kesalahan .hitung, 

penerapan ketentuan 
yang membetulkan kesalahan 
dan/ atau kekeliruan dalam 

11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

dapat dikenakan Pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah, 

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 
atau dalarn bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau 
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 

16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusa.n 
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jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratil, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, 
yang seianjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tarnbahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
rnenenrukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan 

18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tabun Pajak 
tersebut, 

20. Surat Pemberitabuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau 
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek 
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, perpajakan 
daerah. 

21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalab bukci pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan rnenggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah rnelalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah, 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ya11g 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 



6 

a. restoran; 
b. rumah makan; 
c. kafetaria; 
d. kantin; 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 
(1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan 

olch Restoran. 
(2) · Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan 
makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 
pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun 
ditempat lain (katering). 

(3) Tidak tcrmasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adaJah pelayanan yang disediakan 
oleh Restoran yang nilai penjuaJannya tidak melebihi 
omzet Rpl.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan. 

(4) Termasuk dalam obyek Pajak Restoran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak. · 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang, 

27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah, surat untuk melakukan tagihan pajak 
danj'atau sanksi administratif berupa bunga dan/acau 
sanksi administrativ berupa bunga dan/atau denda. 

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
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Pasal7 
(1) Pendaftaran bagi Wajib Pajak Restoran baru untuk jenis 

Pajak Restoran menggunakan kele~gkapan formulir sebagai 
berikut: 
a. Formulir Pendaftaran; 
b. Kartu Identitas Wajib Pajak Restoran; 
c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah jika sudah 

memiliki; 
d. Surat Ijin dari dinas terkait; dan 

e. Kelengkapan Iorrrrulir lainnya yang ditetapkan BPPKAD. 
(2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sebagaimana Lampiran I Peraruran Bupati ini. 
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 
(1) Wajib Pajak Restoran yang telah memiliki Nornor Pokok 

Wajib Pajak Daerah, wajib mengisi SPTPD pada setiap akhir 

Masa Pajak. 
(2) SPTPD setelah diisi harus dikirirn ke Bupati atau BPPKAD 

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterirna, 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehin~ga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 
(1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi 

dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh 
Wajib Pajak Restoran atau kuasanya. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan kepada Bupati atau BPPKAD paling iambat 7 
(tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

e. warung; 

f. depot; 
g. bar/kafe; 
h. pedagang kaki lima (PKL); 
i. toko roti/ bakery; dan 
j. jasa boga/katering. 
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(2) Kepala BPPKAD menentukan tanggal jatuh tempo 
pembayaran, dan penyetoran Pajak Restoran yang 

terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 

terutangnya Pajak Restoran. 
(3) Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank yang 

ditunjuk oleh Bupati dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak 

Restoran berkewajiban mengirimkan SSPD dan SPTPD 

kepada BPPKAD. 
(4) Untuk kegiatan pernbelian makanan dan mirruman yang 

anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

dilaksanakan melalui belanja langsung dengan 
menggunakan jasa boga/katering dikenakan Pajak 

Res Loran. 

(5) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 
a. untuk pengajuan Ganti Uang (GU) yang dibelanjakan 

langsung dengan nominal kurang dari Rp5.000.000,00 
(lima juta rupiah) dikenakan Pajak Restoran melalui 

bendahara pengeluaran pada. Perangkat Daerah 
masing-masing, dengan mengisi SPTPD kemudian 

disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk 

oleh Bupati untuk selanjutnya diterbitkan SSPD; dan 

Pasal 15 
(1) Pembayaran Pajak Resroran harus dilakukan sekaligus 

atau lunas. 

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berilcut: 

(3) Dalam hal pengiriman SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka 

BPPKAD secara jabatan berwenang menetapkan besaran 

Pajak Restoran yang harus dibayar. 

(4) Sub Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Pajak 2 

BPPKi\D meneliti kelengkapan dan kebenaran SPTPD yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak Restoran. 
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Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan permohonan untuk 

mengangsur atau penundaan pembayaran Pajak Restoran 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati 

dengan ternbusan Kepala BPPKAD dengan alasan yang jetas 

dan dapat dipertanggungjawabkan; 

b. permohonan untuk mengangsur atau penundaan 

pembayaran Pajak Restoran harus diajukan dalam jangka 

waktu paling lama 1 ( satu) bulan sej~ masa berakhirnya 

Pajak Restoran; 

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala BPPKAD melakukan penelitian atas 

permohonan Wajib Pajak Restoran; 

d. berdasarkan hasil penelitian Kepala BPPKAD memberi 

pertimbangan kepada Bupati; 

e. bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Restoran; 

f. dalam hal permohonan angsuran pembayaran Pajak 

Restoran dikabulkan, rnaka pembayaran secara angsuran 

Pajak Restoran harus dilakukan secara teratur dan 

berturut-turut sampai lunas dengan dikenakan bunga 

sebesar 2 % (dua persen] perbulan dad jumlah · pajak 

terutang; dan 

g. dalam hal permohonan penundaan pembayaran Pajak 

Restoran dikabulkan, maka pembayaran harus lunas 

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

b. untuk pengajuan Langsung (LS) yang dibelanjakan 

langsung, dikenakan Pajak · Restoran melalui 

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah 

masing-rnasing, dengan cara Bendahara Pengeluaran 

dirnaksud mengisi SP.TPD dan SSPD, selanjutnya SSPD 

yang telah divalidasi dijadikan syarat yang harus 
dilampirkan pada saat pengajuan Surat Perintah 
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar 
(SPM). 
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Pasal 20 

(1) Kepala BPPKAD atas nama Bupati dapat menerbitkan 
STPDjika: 

a. Pajak Restoran dalam Tahun berjalan tidak atau 
kurang bayar; 

b. dari hasil penelitian SSPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau 
salah hitung; dan/atau 

c. Wajib Pajak Restoran dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan Pajak Restoran yang terutang 
dalam STPD sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) 

huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 

perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak 
saat terutangnya Pajak Restoran. 

(3) SKPDKB yang tidak atau- kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan 
ditagih melalui STPD. 

Pasal 19 

Apabila Pajak Restoran yang harus dibayar tidak dilunasi 

setelah jatuh tempo masa Pajak Restoran, maka BPPKAD 

memberi tanda berupa stiker atau tanda lain yang 

menerangkan bahwa Wajib Pajak Restoran belum membayar 
Pajak Daerah, 

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir, dengan 

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari 

jurnlah Pajak Restoran yang terutang. 

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 25 
{1) Permohonan penguranga~ atau penghapusan sanksi 

administratif, pembatalan dan pengurangan ketetapan 
Pajak Restoran atau SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB atau STPD harus disampaikan secara tertulis 
oleh Wajib Pajak Restoran kepada Bupati paling lama 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD dengan 
memberikan aalasan yang jelas. 

(2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif dan pengurangan atau pem batalan . . 
ketetapan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak Restoran mengajukaan permohonan 

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia· kcpada 
Bupati dengan tembusan Kepala BPPKAD dengan 
alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; 

b. berdasarkan permohorian sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Kepala BPPKAD melakukan penelitian 
atas permohonan Wajib Pajak Restoran; 

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan 
ditambahkan 1 [satu] ayat yakni ayat (5). sehingga Pasal 25 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 22 
{l) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
Pajak Restoran dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran, surat peringatan 'atau surat lain yang sejenis, 
Wajib Pajak Restoran harus melunasi pajak yang 
terutang. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringata.n atau surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh BPPKAD. 

10. Ketentuan ayat {3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
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c. berdasarkan hasil penelitian Kepala BPPKAD mernberi 

pertimbangan kepada Bupati; 

d. keputusan pemberian pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau 

pembatalan ketetapan Pajak Restoran ditetapkan oleh 

Bupati; 
e. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima 

permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati 

harus sudah memberikan suatu keputusan; dan 

f. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan 

sebagaimana dimaksud huruf · d, Bupati belum 

memberikan keputusan, maka permohonan 
sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan. 

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendukung 

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

adrninistratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan 

Pajak Restoran, adalah sebagai berikut: 
a. satu permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT 

atau STPD; 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndones!a 

dengan mencantumkan besarnya sanksi 
administratif yang dimohonkan pengurangan atau 

penghapusan disertai alasan yang mendukung 

permohonannya; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD; 

d. dilampiri foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 
yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif; 
e. \Vajib Pajak Restoran tidak sedang mengajukan 

keberatan, mengajukan keberatan namun tidak 

dapat dipcrtimbangkan, atau mengajukan keberatan 
kemudian mencabut keberatannya atas SKPDKB, 

SKPDKBT atau STPD, dalam hal yang diajukan 

permohonan pengurangan atau penghapusan adalah 

sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB 

atau SKPDKBT; 
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Pasal 27 
(1) Kepala BPPKAD atas nama Bupati dapat mengabulkan 

sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan 
Wajib Pajak Restoran atas: 

a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 25 

ayat (1) ; dan 

b. Permohonan pengurangan a.tau pembatalan SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). 

(2) Keputusan atas permohonan pembatalan SKPD.KB, 
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dapat berupa 

mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak 

Restoran. 
(3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak Restoran, 

Bupati memberikan keterangan tertulis hal-hal yang 
menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan 

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

f. Wajib Pajak Restoran telah melunasi Pajak yang tidak 

atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan 

sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, 

SKPDKBT atau STPD; dan 

g. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib 

Pajak Restoran. 
(4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif, pengurangan atau pernbatalan ketetapan 

Pajak Restoran yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan 
sebagai permohonan sehingga tidak dapat 

dipertimbangkan. 

(5) Format SKPDKB dan SKPDKBT scbagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Ir 

dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 32 
· (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan 

pengendalian Pajak Restoran ditugaskan kepada 
BPPKAD. 

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

(2) Pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal SKPDKB dan SKPDKBT diterima oleh 

Wajib Pajak Restoran kecuali jika Wajib Pajak Restoran 

dapat menunjukkan ba,hwa jangka waktu itu tidak, dapat 

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Kepala BPPKAD atas nama Bupati dalam jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat 

pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD 

atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka 

permohonan keberatan dianggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat(l) 

tidak menunda kewajiban membayar Pajak Restoran. 

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berilrut: 

Pasal 28 

(1) Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada Kepala BPPKAD atas : 

a. SKPDKB; dan 

b. SKPDKBT. 

sebagian pennohonan Wajib Pajak Restoran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau mcnolak 

permohonan Wajib Pajak Restoran sebagaimana 
' dimaksud pada ayat (2). 



15 

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR '?"; 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal It ~ku.(~ 7,Qlf' 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini · dengan penempatannya. 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

15. Ketentuan Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran lV diubah 
sehingga berbunyi eebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupa.kan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPKAD dapat bekerja 

sarna dengan Perangkat Daerah atau lernbaga lain 

terkait. 



f ulir daftar en an ormar istan orm oen an 

' 
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN l?AN ASET DAERAH 

PEMERJNT AH KABUPA TEN GROBOGAN 
Jin, S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hun ling) PURWODA.Dl 581 I I 

FORJ\.1ULIRPENDAFTARANWAJIB PAJAK BADAN I PEMlUK USAHA 

Nomor Formulir Kepada Yth. 
....................... ........................................ 

di 

. PERHATIAN 
Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CET AK 
Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk dijawab yang diberikan 
Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuanga dan Aset DaerahKabupaten Grobogan langsung atau dikirim melalui Pos 
paling lambat tanggal ............................. 

DIISI OLEH W AJIB PAJAK 

I. Nama Badan I Merk Usaha : 
2. Alamat (foto conv Surat Keteranzan Domisili dilampirkan) . Dusun/Jalan/RT 

. Desa 

. Kecamatan I 
. . Kabunaten : 

. Nomor telenon 

. Kode Pos 
-r- 3. Surat izin vane dimiliki (foto copy Surat Izin harau dilampirkan) 

. Surat izin Gangguan No .................................. Tgl. ................................... . Surat izin Usaha Keoariwisataan No .................................. Tgl. ................................... . . Surat izin ................................... No .................................. Tgl. ................... - .............. • - Surat izin ................................... No .................................. Tgl .................................... . 
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengaa bidanz usahanya) I 

Hotel 
Resto ran ' . 
Hiburan 
Reklame . 
Penerangan Jalan 

' Pengambilan mineral bukan lozam dan batuan 
Penyeleaggaraan ternnat narklr diluar badan jalan . 

Pengambilan dan/atau Pemanfaaten Air tanah ' . 

Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burunz Wnlet I 
Lainnva ....................................... ' - 

LAMPIRANI 
PF,RATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR ~7 TAHUN2018 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPAT! GROBOGAN NONOR 51 TAHUN 201 
TENTANGPETu'NJUKPELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN 

B tukd fi 



KETERANGAN PEMILIK A TAU PENGELOLA 
. . 

Nama Pemilik I pengelola 

Jabatan 

Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan) 
. Dusun/Jalan 
. RT/RW/RK 
. Desai Kelurahan 
. Kecematan 
. Kabupaten I Kota 
. Nomor telepon 
. KodePos 

Kcwajiban Pajak 

Pajak Hold 
Pajak Restoran 

. 

. 
Pajak Hiburan 

• 

Pajak Reklrune 

Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Mineral Bukan Logam clan Batuan 
. 

Pajak Parkir 

Pajak Air Tanah 

Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Lainnya ....................................... 

.. .................. 20 ......... 
NamaJclas : . 
Tanda Tangan : 



( 1 

PEMIUK/PENGELOLA 
GROSOGAN, 2018 

PelUGAS PfNOATAAN 

Nlfflll UMha 

£..mall: 

""· Tiil l1!in 
2 Ne;, Tgl. 1:zln 
l No. Te) l?.ill 
4 No. l:gl. l:zfn 

•'d 

>.Wcumn I.,.-~ : Rp 

:.Z. TmnunL':i : Rp 

Minumao 
J. Tmnalwil : R~ 
2. 1'ennura:, tRp 
Rata·tata pt~I pecbarl 

I. Salutuhnya o ...... 
2. Y11.ng Mmd-ipr.1kno SCMe¢: o ... ,c 
3. Se"oice-~1 dil»aikM: % 

CJ Manu11V biU D K.ottlputet/Cub R9ii;<1te1' D Laii11i.ya 

T gl T ond11 &ku 
T :sr,gpl J<.~rw Kclu111JP 

D PNS C=:J P•R•~.iswam DABRI 
D Peml!lkVS31\o C=:J t.11in11y, 
___________ Na.111al0i1aosi: _ 

Jllat B.ub dari 
JIIDll.u.Mrja 
J:.tmlnb Kurai 
Harp }.ttu.u 

II. DETAIL PtNOATAA.N 

TMT Petasional 

"""""' No. Tclp. Utaba 
Nl'WPil 

Pek«ja.at1 L;iimiya 

l\1amat Instwi 
Keil;~~~ 

NoiMidsi°&k!i 
No. K.&mt KeluaJ'la 

l1ekerja:.a:n 

Kab111iuti:n K.Qde Po;: No. 1"elp 
lDENTIT AS \Jl A.JIB P .A.I AK ( Pribooi) ()sjkan bi!a Nama Pa11dafl.v menapska1l Milik Pribadj) 

1'C\l.'atp11Cgaruu CL.WI c:::J,/NA 
TandaBulai D ICTP D SIM D PASPOR 

J,1.., 

RTIR\V 

Jtbat.aa 
l'im11in:m 

_______ Kd:unluui : 

Kll.Wil;nen JCodo ro1: No Telp : 
Al.AMAT PiMPINAN (Boo.o u...r,•) (biiw, bil• Noma 1'<:nd.,Aar h=t>1 Bodnn Usuh,) 

Peiol!lk Badao 

JCdunih11n : ------ Rf/RV.' 

L OATAUMllM 
l'lw,,a Pcr,da!lar I Por~ggung Poj,k : 
/Jwm11 

Tahun :20UI 

BAD/\N PENDAPATAN PENOELOLMN KEUANGAN DAN ASET OAERA!I 
P£MERIN'l'AH KABUPATBN GROBOGAN 

Jin. S. Parman No. l3 Tclp (029'2)421040 (H'"1tins) PURWOOADI 58111 
FORM PE.'IDAT MN 

B!DANO USA!iA: RESTORAN 

Bcntuk dno fonnat '9ian fonnullr e:ndmaan 

LAMPTRAN 11 
PERA TU~ !/UPATI ORO BOGAN 
NOMOI\ > ), T AH\IN ,ors 
TENTANG PERUBAH.A!'J ATAS PERATIJRI\N 
HUPATI UR\)t!OUAN NONUK 51 f Altl!N 1014 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMUNOUTAN PAJAK RESTORAN 



~ 
SPTPD 

Lembar I untuk 
PEMERINTAII KilBUl'A 'rel' GROBOOAN (SURAT PlllJBERJTAHUAN PAJAK OAERAH) Wajib Pnjak 

BADANPBNDAl'ATANl'ENOELOLAAN PAJAK RESTORAN 
KEUANOAN D.'IN ASETDAERAH PERDAN0.14TAKUN2016 

JI, s Pannan No. 13 Tip (0092) 42.502.5 
A. DUSI CLEH WAJ(B PAJAI( 

. 

I. Ma;aPejnk : • 11.,, I Feb !Mer !Apr !Mei l1un !Jul !Ags lsep lokl INoplD<s I 

TahWl : I 2 I 0 t l I I 
2. Narna Wajib Pajak 
3. NP\VPD ; D D I I t I I t I I I I I I I I 
4. Alamar Wajib Pajak : 

s. Omsct (pondap•tanlbulani ; Rp ....................................... 
6. TarifPajal: 10% 
7. Pajak Terutang ; Rp ....................................... 

(pen <1apat8nlbu!an x tari.f) 
Tesbila!,s : ············-·············-·····················"''"'''''''''"'''''"''"'''''''''''''''''''" 

.................................................................................................... 
• bcri tmtda. silmg ( X) padu pilthun dl o.~ 

PERTANYMN DUSI OLEH PETUGAS 
Mcnyatokan behwa SP'TPD ini bcS<!:d8 lempiren-lampiraanya adnlah bcner, Jcn&ktiv dan Tanda TcrimaSPTPD 
tid3k bersyarar 

SPTPD diterima 1Mggal : 
.................................... ,tgl ........... ., ....................... ......... Nama petuf;.\S ; 

Wajib Pajak NIP 

( ..... ............................................................... ) ( ..................................................................... / 
(:iomo kt1J:!knn, !~mnd dnn t.inda Ung.an) (nam.a.Jei~p, itemp~I clan tllndl! lllf\1.Hn) 

B. OllSJ OLllli PJ!TUOAS BPPKAD 
~UR.ATSETORAN PAJAK DARRAH (SSPD) ' 

Diredma oleh Diiedma olch 
Bendaaara Penerima BPPKAD Pe tu gas I. BPPKAD 2. Ul"rB 
~ama ; No.ma : 
Tanf8al Tanggat : 
Jumlah Rp ....................... Jum.lah : Rp ....................... 
Tcrbilang : .................... ,_,,,, ..... Torbilw1g : ..................... - ................................. 

................................ . ...................................... ,., ............... 

................................ .. ...................................................... 
( ..................... : ............................................... ) 

(nama leno.kan, stemoel clan tanda ianzan) 
Cata tan : SSPD ini l)crsifa.t semeulllfll. •kni, diu11gga1l $ah apabilll tclah mcr,:,, c uor 

( .... " ........................ " .............................. "" ... ) kepada Benda!ura Pc:ncrfanu BPPKAD 111au pecugas t:mpal pcmbayar..1.0 Bank 
(nama.lcngkap. steemet dan cauda Laoro.11) yang ditu.njuk - 

Bentuk dan format isian formullr SPTPD 

L/\Ml'lRAN ill 
PERA TURAt'I BUPATI ORO BOGAN 
NOMOR f:, TAliUN 2018 
TENT ANG l'ERUBAHAN A TAS PERA TURAN 
BUPATI GROBOGANNONOR51 TAHUN2014 
TBNTAi'IGPETUNJUKPELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN 



. 

( ) 
A~·'<···::.:· . . 

Grobogan, 
An. Kepala Badan Pendapatan Pengelolasn 

Keuangan dan Asel Daerah 
Kabupaten Grobogan 

Kepala Bidang Pendapatan Il 

Dengan Huruf: 
Rp 7. Jumlah yang harus dibayar (5-tii) 

6 Sanksi administrasi (Perda No 14th 2016) Rp 
· Bunga = Bulan x 2% x Rp {5) 

5. Kurang Dibayar (1-4) Rn 

3. Pengurangan Rn 
4. Jumlah yang daoa.t dinerhitungkan ('-:::27+3"')--r=----t:~,--------, 

2. Tclah dibayar tanggal Ro 
Ro I. Pokok pajalq1ang harus dibayar 

II. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang masih yang masih harus dibayar 
adalah sebagai berikut : 

NamaUsaha 
Alamat 
Nama Pemilik 
Alamat 

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Talmo 20 IO 
tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban 
pembayaran Pajak Restoran 

Nomor 
Tanggal Tanggal jatuh tempo , 

di . 

Kepada 
Yth: . 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN GROBUGAN 
BADAN PBNDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jin. S. Parman No. 23 Telp (0292)421040 (Hunting) PURWODADI 58111 

Benmk dan Format Surat Taeihan Paiak Daerah 

LAMl'IRAN IV 
PERATURAN BUPATJ GROBOGAN 
NOMOR >~ TAHUN2018 
TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERA TURAN 
BUPATIGKOBOGANNONOR51 TAHVN2014 
TENT ANG PETUNJUK PBLAKSA NA AN 
PEMVNG:UTAN PAJAK RESTORAN 



Bentnk dan Format Surat Ketetnean Pajak Daerah Kuranz Bavar Tambahan 

e PBMER!NTAH KABUf'ATl::N GROl:IO<.iAN 
BADAN PENDAPATAN PENClRl.01.AAN KF.UANGAN DAN ASET DAERAfl 

1ln. S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunllng) l'URWODADI 5811 I 

SURAT KETETAPANPAJAKDAERAH KURAN<.i BAY AR TAMBAl·IAN 

,.. ·-········-----··············--·--·-·····--·-····-····- Tnhun : 2018 ·--·-·-------·-··········-·-··············-··········· Nomor : 
Masa Pajak : 

Nama Wojib Pajak : 
Alamat : 

Narna Usaha : 

Alamat Usaha : 
NPWPD : 
Tanggal Jatuh Tempo : 
Nomor Nola Perhitungan : 
Keteraneaa : 

[. Berdasarkan pasal 170 Undang-undsng nomor 28 tahun 2009 telah dilalcukan pemeriksaan atau I 

keterangan lain atos pclaksanaan kewajiban : 

No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan Pajak Terhutang 
<Rn) (Rp) 

Jumlah 
ll. Dari pemeriksaan arau keterangan lam tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar 

adalah sebagai berikut : 
J. 0-J.sar Pengeno.on Rp . 
2. l'ajak yang terhutang Rp . 
3. Kredlt P•jllk 

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp - 
b. Setoran yang dilakukan Rp - 
c. Lain .. lain RJ! - 
d, Jumlah yang dapat dikreditkan RJ! . 

4. Jumlah kekuran2an pembayaran pokok pnhnj (2-3d) Rp . 
5. Sauksi ndmlnistrotif 

a. Sunga Rp - 
b. Kenaikan Re . 
c. Jumlah sanksi administratif RI! .. 

6. Jumlah yang masih harus dibayar Re . 
Denean huruf : 

PERRA TIAH ; 
!. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan a tau Kas Daerah (Bank Jateng Cab Purwodadi Rek. IO 1700()00 I 

No. Rek, 1017000001) dengan meoggunakan Surat Setornn Pnjuk 
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat wnktn paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima 

dikenakan sanksi cdministrasi bcrupa bunga sebesar 2% per bulan. 

l'urwodadi, 

( .................................... ) 
,.,-..N12 ............................. 

~ . . 

1..AMl'IR.A N VI 
.PERATURAN BUPATI OROBOOAN 
NOMOR 9 )' TAHUN2018 
TI!NTANO PERUBAl·IAN A TAS PER.ATURAN 
BUPATI GROBOGAN NONOR 51 TAHUN 2014 
'l'ENTANG PIJTUNJUK PE,1.AKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK RJ::STORAN 



Bcntuk dan Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuranz Baver 

~ 

PCllvtERl1'T AH KABUPA TEN OROOOOAN 
l!Al)AN PENDAPATAN PENOELOLAk"I KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jin. S. Perman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunting) rURWQDADI 581 I J 

SURAT KETE'l'AeANPAJAKDAERAH KURA NG BAY AR 
Tllhun : 2018 ............. _____ ,. __ ,.,.,. .... _ ........ _____________ ,. ____ ... ___________________ ,. .................. ________________________ .................. - ... ·---- 

Nomor : 
M•s• Pajak : 

Noma Wajib Pajak : 
Alamat : 

Nama Usaha ; 

Alamat Usaba ; 

NPWPD : 
Tanggal Jatuh Tempo : 
Nomor Nota Perhitungan : 
Keterangan : 

L Berdasarkan pasal 170 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau 
ketcrangan lain atas pelaksanaan kewajiban: 

No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan Pajak Terhutang 
(Rp) (Rp) 

Jumlah 
11. Dari pemeriksaan atau keterangnn lnin terscbut diatas, penghitungan j1JJ11lah· yuog masih harus dibayar 

adalah sebagai berikut : 
I. Dasar Pengenaan Rp - 2. Pajak yang terhutang Rp . 
3. Kredit Pajak 

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp . 
b. Scioran yang dilakukan Rp . 
c, Lain-Iain Rn - 
d, Jumlah yang dapat dikreditkan Re . 

4. lumlah kekuraagan pembayaran pokok pabaj (:Z.Jd) Rp . 
5. Sanksi administratif 

a. Bunga Rp . 
b. Kenalkan Re . 
c, Jurnlah sanksi adrninistratif Re - 6. lumlah yru,g maaih berus dibayar RJl - 

Denzan buruf : 
PERHAI!Atj : 

I. Harap penyetoran dilakukan melclui Bcndahara Penerimaan atao Kas Daerah (Bank Jateng Cab PurwodadJ Rek 
1017000001 No. Rek. 1017000001) dengan menggunak:an Surat Setoran Pajak 

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurnng dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima 
dikenakan sanksi admiaistrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 

Purwcdadi, 

( .................................... ) 
.NIP ............................. 

,;,, . 

LAMPlRANV 
PERA TURAN BUPA Tl GROBOGAN 

. NOMOR fi'Lr TAHUN 2018 
TENTANG PERIJIV,HAN ATAS PRllATURAN 
BUrATI GROl30GAN NONOR 51 'rAHUN 2014 
TBNTANG PETUNJlJK l'eLAl<.SANAAN 
PEMUNGUTANPAJAK RESTORAN 
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